
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678); 

Mengingat: 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana 
tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nagekeo dengan memperhatikan asas kepatutan, 
rasionalitas dan manfaat maka perlu diatur petunjuk 
pelaksanaanya; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Sistem 
dan Prosedur Penggunaan Dana Tidak Terduga (Berita Daerah 
Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 31) belum mengatur 
secara keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan Sistem dan 
Prosedur Penggunaan Dana Tidak Terduga, karenanya perlu 
dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Sistem dan Prosedur Penggunaan Dana Tidak Terduga; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo. 
3. Bupati adalah Bupati Nagekeo. 
4. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PDPKD 

adalah perangkat daerah pengelola Belanja Tidak Terduga. 
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 10); 



Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan pada Badan Keuangan Daerah 

sebagai PDPKD. 

Pasal 3 

dialokasikan pada Pengelola Keuangan Daerah. 

Belanja tidak terduga dianggarkan dalam pos belanja tidak terduga yang 

Pasal 2 

BAB II 

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

6. Tim Penanggulangan Bencana dalam Wilayah Kabupaten Nagekeo adalah Tim 

yang mengelola dana tidak terduga untuk penangulangan bencana. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo. 

8. Rencana Kebutuhan Biaya yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah 

rencana kebutuhan biaya yang disusun oleh Tim Penanggulangan Bencana 

dalam Wilayah Kabupaten Nagekeo yang melaksanakan penggunaan belanja 

tidak terduga dalam upaya penanggulangan bencana. 

9. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa 

atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan 

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya juga untuk membiayai 

kegiatan yang bersifat pendanaan keadaan darurat. 

10. Pendanaan keadaan darurat adalah bukan merupakan kegiatan normal dari 

aktvitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya. 

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 

oleh faktor alam dan/ a tau non alam maupun faktor manusia sehingga 

menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda dan dampak psikologis. 

12. Bencana sosial adalah kegiatan yang bersifat tidak biasa untuk tanggap darurat 

dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat di daerah. 



Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang 

telah ditutup sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b harus didukung bukti­ 

bukti yang sah. 

Pasal 7 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya; 

b) tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

d) memiliki darnpak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 

yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Pasal 6 

Pengalokasian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, 

digunakan untuk : 

a) upaya penanganan bencana daerah dan membiayai kegiatan yang bukan 

merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya; dan 

b) belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang 

seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

Pasal 5 

BAB III 

JENIS BELANJA TIDAK TERDUGA 

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan diusulkan dalarn rancangan 

Perubahan APBD. 

Pasal4 



Penyaluran Belanja Tidak Terduga: 

a) berdasarkan kejadian/bencana atau kegiatan darurat yang terjadi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Badan Keuangan Daerah atas nama Bupati 

memberitahukan kepada Tim Penanggulangan Bencana dalam Wilayah 

Kabupaten Nagekeo untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan 

anggaran tidak terduga; 

b) setelah penetapan APBD tahun berkenaan, Tim Penanggulangan Bencana dalam 

Wilayah Kabupaten Nagekeo mengajukan permohonan pencairan dana tidak 

terduga untuk penanggulangan bencana kepada Bupati; 

c) pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara bertahap sesuai dengan 

alokasi yang ditetapkan antara lain : 

1) tahap 1 sebesar 50% dari pagu; dan 

2) tahap II sebesar 50% dari pagu. 

Pasal 9 

BAB IV 

PENY AL URAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Mekanisme pengeluaran belanja tidak terduga: 

a) pengeluaran belanja tidak terduga didasarkan pada kejadian/bencana atau 

kegiatan darurat yang terjadi; 

b) kejadian/bencana atau kegiatan darurat yang terjadi sebagaimana dimaksud 

pada huruf a ditindaklanjuti dengan perhitungan kebutuhan biaya untuk 

menanggulanginya; 

c) kejadian sebagaimana dimaksud pada huruf a dikelola oleh Tim Penanggulangan 

Bencana dalam Wilayah Kabupaten Nagekeo yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati; 

d) perhitungan kebutuhan biaya disampaikan kepada Bupati sebagai pemegang 

kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya dibuat surat 

pemberitahuan pengeluaran Belanja Tidak Terduga kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; dan 

e) berdasarkan perintah Bupati bendahara umum daerah mengeluarkan sejumlah 

uang guna membiaya kegiatan untuk belanja tidak terduga. 

Pasal 8 

BAB IV 

MEKANISME PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA 



Pertangungjawaban belanja tidak terduga: 
a. penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat yang 

dikeluarkan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
ditampung dalam perubahan APBBD Tahun Anggaran berkenaan; 

b. penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat yang 
dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan 
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga untuk penanggulangan 
bencana menjadi kewajiban Tim Penanggulangan Bencana dalam Wilayah 
Kabupaten Nagekeo; dan 

d. dalam hal apabila sampai dengan berakhimya Tahun Anggaran berkenaan masih 
terdapat sisa kas maupun jasa giro, maka Tim Penanggulangan Bencana dalam 
Wilayah Kabupaten Nagekeo wajib untuk menyetorkan/mengembalikan ke Kas 
Daerah. 

Pasal 10 

BABV 
PERTANGGUNGJAWABAN 

e. pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan harus didahului dengan laporan 

kejadian/bencana dari pemerintah desa/Kelurahan kepada Bupati; 

f. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e Bupati 
memerintahkan Tim Penanggulangan Bencana dalam Wilayah Kabupaten 
Nagekeo untuk melakukan kajian dan tanggap darurat bencana sekaligus 
menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk kebutuhan kegiatan untuk belanja 
tidak terduga; 

g. berdasarkan laporan dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e dan 
huruf f Bupati mengeluarkan Pemyataan Bencana; 

h. berdasarkan telahaan dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f 
dan huruf g selanjutnya Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk 
membuat surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga; 

1. untuk penanggulangan bencana dana tidak terduga akan ditransfer langsung 
pada rekening/ giro Tim Penanggulangan Bencana dalam Wilayah Kabupaten 
Nagekeo. 



(SERITA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHON 2017 NOMOR 66) 

. , 
' ' ' 

Diundangkan di Mbay 

pada.tanggal 29 Desember 2017 

.t;lf;~:~~ARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,~ 
-: \ .: 

'"·· . .: 

Ditetapkan di Mbay 

a tanggal 29 Desember 201 7 

;,> TI NAGEKEO/ 

1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 

2011 ten tang Sistem dan Prosedur Penggunaan Dana Tidak Terduga 

(Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 26) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Nagekeo. 

Pasal 12 

Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Pasal 11 


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)

